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BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATUREAN BUFATI BUTON
NOMOR & TAHUN 2018

TENTANG

PENERADPAN TRANSAKSI NON TUNAI PADA
PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas dan
transparansi  pengelolaan  keuangan daerah, dan
menindaklanjuti Surat Edaran Mcnteri Dalam Negeri
Nomor 910/1867/8J tanggal 17 April 2017 tentang
Implementasi Trensaksi Non Tunai pada Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota, perlu menerapkan transaksi
non tunai pada pemerintal daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Fenerapan Transaksi Non Tunai pada
Pemerintah Kabupaten Buton,

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1559 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesiz Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepctisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Taliun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851;
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1.

Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 teniang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negarz Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuvangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 lentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
[Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lemharan Negara Republk
indonesia Nomor 5233);

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoresia Nomor 5234), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tasun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Noumor 55 Tahun 2005 tentang
Dana DPerimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomer 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Perataran Pemerintah Nomor 56 Tzhun 2005 tentang
Sistem Informas! Keuangan Daerah (Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
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1.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 ltentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran N cgara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo- 4578);

. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanzn
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintzh Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan [nsentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomeor 123, Tambahan
Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 5165];

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawssan Penyelenggaran
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana
telah beberapa kali diubah terekhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Ferubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan XKeuangan
Dacrah

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 ‘lahun
2015 tentang Urusan Pemerinlahan Yang Menjadi
Kewenawan Pemerintah Kabupaten Buton Scbagai
Naerah Oronom:

Feraturan Dacrah Kabupaten Buton Nomor 9 Tahun
2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Buton;

Tnstruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi
Pencegnhan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016,

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/ 1866/5J
tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi
MNon Tunai pada Pemerintak Daerah Kabupaten /Kota;



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAFAN TRANSAKSI
NON TUNAI PADA PEMERINTAH KABUPATEN BUTON.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud cengan :

I
F i

Daerah adalah Kabupaten Buton.

Pemerintahan Daerah adalah penyclenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakvat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas
luasnya dalam sistern dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undarg-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945,

Pemerintah Daerah adalah  Bupati sebagal unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaar urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonorn.

Bupati adalah Bupat: Buton.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Buton.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah
selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Transaksi Non Tunai adalah pemindahan ssjumlah nilai
uang dari satu pihak ke pihak lain dengan merggunakan
msrument berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu
|APME), Cek, Billyet Qiro, Uang EClektronik atau
sejenisnya.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
dacrah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
daerah vang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban daerah tersebult.
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Pengelolaan Keuangan Dacrah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan
pengawasan keuangan daerah,

Anggaran Pendapatan dan Belanja 0Daerah, vang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daereh vang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD,
dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Penermaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas
daerah.

Pengeluaran Daerah adalah uang vang keluar dari kas
daerah.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah
vang diakui sebagai pengurang nilai kekavaan bersih.

. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat

penyimpanan uang daerah vang ditentukan oleh kepala
daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerzh
dan cigunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
daerah pada bank yang ditetapkan.

Bendshara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk  menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
untuk keperluan Dbelanja daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada Merangkat Daerah,

Bendshara Penerimaan adalah peabat fungsional vang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, meayetorkan,
menatausahakan, dan mempertanggungawabkan uang
pendapatan daerah dzlam rangka pelaksanaan APBD
pada Perangkat Daerah,

Surat Kstetapan Retribusi Daerah vang selanjutnya
disingkat SKRD, adalah Surzt Ketetapan Retribusi yvang
menetukan besarnya jumlah pokck retribusi yang
terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah adalah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang
menetukan besarnya jumlah pkok pajak yvang terutang.



BAB 11
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2
(1) Transaksi Non Tunai dilaksanakan berdasarkan asas:
a. efisien;
b. keamanan; dan
¢. manfaat,

(2) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
adalah Transaksi Non Tunai dilaksanakan secara cepat
dan tepat dengan menghemat waktu, tenaga, dan biaya.

(3) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
adalah Transaksi Non Tunai memberikan jaminan atas
keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan
dalam penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.

(4) Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
adzalah Transaksi Non Tunai harus memberikan manfaat
bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang
berkepentingan delam  penerimaan dacrah  dan
pengeluaran dacrah.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditctapkannya Peraturan Bupati ini adalash
mewujudkan penerimazn daeran dan pengeluaran daerah
vang tepat jumlah. cepat, aman, efisien, transparan, dan
akuntabel, serta untuk mencegah terjadinya tincak pidana
korupsi.

BAR 111
TRANSAXS] NON TUNAIL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

{1) Setiap pererimaan daerah dan pengeluaran daerah
dilakukan dengan Transaksi Non Tunai.



(2) Penerapan Transaksi Non Tuna: sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diakukan dengan memperhatikan
ketersediaan infrastruktur penduku ng di daerah,

Bagian Kedua

Transaksi Non Tunai Penerimaan Daerah

Pasal &

(1) Transaksi Non Tunai Penerimaan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 avat (1), meliputi seluruh jenis
pendapatan daerah yang dikelompokan atas:

a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Dana Perimbangan; dan
¢. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

(2) Penerimaan Daerah yang dikecualikan dari Transaksi
Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah;

a, penerimaan pendapatan daerah dalam bentuk
barang/jasa;

b. penerimaan pendapatan asli daerah dengan nilsi
kurang dari Rp. 1.000.000 - (satu juta rupiah); dan

¢c. pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan oleh masyarakat.

(3) Bendahara  Penerimaan, Bendahara Penerimaan
Pembantu, dan Pembantu Bendahara Penerimaan harus
membuat dan menyimpan bukti penerimaan pendapatan
daerah yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada
avat (2.

Bagian Ketiga

Transaksi Non Turai Pengehiarar Daerah

Paszl 6

(1) Transaksi Non Tunai Pengeluaran Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung, meliputi:
1. Belanja Pegawai;

Belanja Bunga;

Belanja Subsidi;

Belanja Hibah;

Belanja Bantuan Sosial;

Belanja Bagi Hasil;

Belanja Bantuan Keuangan; dar

o B AER CR S A

Belanja Tidak Terduga.



(<)

(3)

b. Belania Langsung, meliputi:

1. Belanja Pegawal, meliputi pembayaran honor
ltegiatan, lembur kegiatan, inscntif pcmungutan
pajak daerah dan retribusi daerah, dan
selenisnya.

2. Belanja Barang/Jasa; dan
3. Belanja Modal

Pengeluaran Daerah vang dikecualikan dari Transaksi
Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah;

a. belanja transport dan uang saku kepada masyarakat;
b. pembayaran belanja bantuan kepada orang terlantar;

¢. pembayaran untuk zeperluan penanggulangan pada
saat terjadi bencana;

d. pembayvaran untuk pembelian benda pos.

e. pembayaran belanja makan dan minum rapat yang
dilaksanakan diluar daerah:;

pembavaran listrik, telepon, dan air;

2. pembayaran  biava lkel pesawal dan  biaya
hotel /penginapan kegiatan perjalanan dineas;

n. belanja jasa tenaga ahli/nara sumber yang tidak
memiliki rekening pada IPT. Bank Sultra;

pembayaran belanja barang/jasa yang nilainya
kurang dari Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bendanara  Pengeluaran, Bendahara  Pengeluaran
Pembantu, dan Pembantu 3endahara Pengeluaran harus
membuat dan/atau menyimpan bukti  pengcluaran
daerah yvang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada

avat (2).

BAB IV
TATA CARA TRANSAKSI NON TUNAI

Bagian Kesatu

Transaksi Non Tunai Penerimaan

Fasal 7

Pembayaran Penerimaan Daerah dilakukan secara langsung
oleh pihak ketiga dengan mekanisme transfer ke REKUD
berdasarkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.



Bagian Kedua

Transaksi Non Tunai Pengeluaran

Pasal 8

(1) Pencairan SP2D belanja pegawai dilakukan melalui

(2)

(2)

(2)

proses transfer dari RKUD ke rekening bendahara
pengeluaran OPD

Seluruh pemhayaran belanja pegawai olch berdahara
pengeluaran dilakukan melalui proses
transfer/pemindahbukuan dari rekening bendahara
pengeluaran OPD ke rekening pegawai.

Pas=al ©

Pencairan SP2D belanja barang dan jasa dilakukan
melalui proses transfer dari RKUD ke rekening pihak
ketiga/rekanan/penyedia barang dan jase,

Pencairan SP2D belanja perjalanan dinas dilakukan
melalui transfer/pemindahbukuan dari RKUD dan/atau
Rekening DBendahara Pergeluaran OPD ke rekening
Peleksana Perjalanan Dinas, dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. pelaksana perjalanan dinas dapat diberikan uang
panjar melalui proses pembayaran UP/CU/TU yang
meliputi uang saku, nang makan, hotel, transport
dan representasi;

b. pembzyaran biaya tiket pesawat dapat dilakukan
melalui proses pembayaran transfer ke rekening hira
pererbangan /travel,

c. pembayaran hiava hotel/penginapan dapat dilakukan
melalui proses pembayaran transfer ke rekening
hotel/penginapan tempat menginap;

d. sisa biava perjalanan dinas ditransfer ke rekening
pelaksana  perjalanan dinas setelah seluruh
administrasi belanja perjalanan dinas dinyatakan
lengkap; dan

e, Bendahara Pengeluarar dapat mengajukan Tagihan
LS atas perjalanan dinas setelah seluruh administrasi
belanja perjalanan dinas dipenuhi.

Pa=sal 1Q

Pencairan SP2D belanja Modal oleh bendahara penge uaran
dilakukan melalui proses transfer/pemindahbukuan dar
RKUD ke rekening pihak ketiga/rekanan/penyedia barang
dan jasa.



BAB V
FERTANGGUNGJAWABAN TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 11

(1) PT. Bank SULTRA selaku pengelola Rekening Kas Umum
Naerrah wajib memberikan bukti trarsfer ke Rendahara
Pengeluaran OPD sebagai bentuk pertanggungjawaban;

(2) Bendahara Pengeluaran OPD menyimpan bukti transfer
sebagaimana tersebut pada avat (1) sebagai bahan
administrasi pertanggungjawaban.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Fasal 12

Dalam hal infrastruktur yvang terkait dengan
penyelenggaraan transaksi non tunai belum memadai,
pembayaran transaksi penerimaan daerah dan pengeluaran
daerah di  kecamatan/kelurahan/desa dapat dilakukan
melalul transaksi secara tunai.

BAB VIl
KETENTUAN FENUTUP

Fasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari
2018.

Agar setiap orarg mengetahuinya, memerintahksn
pengundangan Peraturan Bupati in! dengan penempatannyva
dalam Berita Daerah Kabupaten Buron.
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